
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 43 TAHUN 2012 

TENTANG 

.. 

) 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Beri ta Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang. 
Perbendaharar.l 

Nomor 
Negara 

1 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republ1k Indonesia Nomor 4355); 
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5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Da erah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebaga imana telah bebera pakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Ata s Undang-undang Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

7 . Undang-Undang Nom or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat da n Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahu n 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 1 tentang 
Pembinaan dan Pen gawasan ata s Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2001 omor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4090) ; 

9. Peraturan Pemerintah omor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaa n Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik In donesia Nomor 4 502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu n 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nom or 137, Tam baha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2 005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tenta n g Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja In stansi Pemerintah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah omor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik ndon sia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik ndonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 0 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 0 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iu bah beberapa kali d iubah terakhir 
dengan Peraturan Men teri Dalam egeri Nomor 21 Tahun 
201 1 tentang Perubahan Kedua Ata s Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuanga n Da erah; 

20. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 

2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 

4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut 
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah 
Daerah dalam penyu unan dan penyajian laporan keuangan. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat 
Daerab pada Pemerintah Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasa1 2 
(1) Kebijakan Akuntansi terdiri dari: 

a. Kerangka Konseptual yang mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

b. Penyajian Laporan K angan yang menga tur dasar-dasar penyajian 
laporan keungan untu k tujua n umum dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keunagan baik terhadap anggaran, antar periode, 
maupun antar entitas akuntansi; 

c. Laporan Realisasi Anggaran yang mengatur da sar-dasar penyajian 
Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabili as sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

d. Neraca yang mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pernerintah 
Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. Laporan Arus Kas yang mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Arus 
Kas serta memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan 
setara kas Pemerin tah Daerab dengan mengklasifikasikan arus kas 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, 
dan non-anggaran selamaa satu periode akuntansi; 
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f. Catatan Atas Laporan Keuangan yang mengatur dasar-dasar penyajian 
dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya 
perbedaan yang material an tara anggaran dan realisasinya, serta daftar­
daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk 
dijelaskan; 

g. Akuntansi Pendapatan yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentua n pera turan perundang-undangan; 

h. Akuntansi Belanja yang m engatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas 
belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan pera turan perundang-undangan; 

1. Akuntansi Pembiayaan yang menga tur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
atas pembiayaan dan informasi la innya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilita s ses ai ketentuan pera turan perundang-undangan; 

J. Akuntansi Aset yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk 
aset dan pengungkapan informa si penting lainnya yang harus disajikan 
dalam laporan keuangan; 

k. Akuntansi Kewajiban yang mengatu r dasar-dasar perlaku a n akuntansi 
kewajiban yang meliputi saat pengakuan, penentuan n ilai tercatat, 
amortisasi, da n biaya p ·n ·ama n yan g dibebankan terhadap kewajiban 
tersebut; 

1. Akuntansi Ekuitas Dana yang men gatur dasar-dasar perlakuan 
akuntan si atas ekuitas dan a dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan eraturan perundang-undangan; 

ffi. Koreksi Kesalahan, Perubaha Kebi"akan, dan Peristiwa Luar Biasa 
yang m enga tur da sar-dasar perlakuan akun tansi atas koreksi kesalahan, 
perubahan kebijakan aku n tansi, da n p ristiwa luar biasa; 

n. Laporan Keuang n Konsolidasi yang mengatur dasar-dasar penyusunan 
laporan keuangan konsolidasi u ntuk entitas akuntansi yang meliputi 
SKPD dan PPKD dalam rangka m enyajikan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah untu k tujuan u mum demi men ingka tkan kualitas dan 
kelengkapan laporan keuan gan. 

(2) Penjabaran danl atau rincian lebih lanju t Kebijakan Akuntansi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa13 

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaanannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa14 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 1 4 l ovember 201 2 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

-::iJJODIR 
NIP. 196112171983051001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tangga1 13 November 201 2 

BUPATI TASIKMALAYA, 

\ 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 43 


